
 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 6 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MALANG 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA 

DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR 

DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN 

OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dinamika peraturan 

perundang-undangan serta meningkatkan pelaksanaan 

penerimaan murid baru di daerah, perlu penyempurnaan 

sistem penerimaan murid baru di satuan pendidikan; 

b.  bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah   

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan           

Murid Baru, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 22 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta 

Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan 

Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 22 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta 

Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan 

Sekolah Menengah Pertama, perlu untuk disesuaikan; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati 

Malang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta         

Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,   

dan Sekolah Menengah Pertama; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965    

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan               

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12           

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan                

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021      

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan                 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah  

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan         

Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 

Nomor 134); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di       

Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D); 
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9                

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 

9. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,         

serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 44 Seri C); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN      

PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PETUNJUK      

TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA        

TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN        

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 

 

Pasal 1 

 

Peraturan Bupati Malang 22 Tahun 2020 tentang       

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada      

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah 

Pertama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Malang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada      

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah 

Pertama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 28 April 2025 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 28 April 2025 

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

NURMAN RAMDANSYAH 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2025 Nomor 6 Seri D  


